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MODEL PERANCANGAN GOOD GOVERNANCE GOVERMENT
UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA PEMERITAHAN YANG

TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI PADA PEMERINTAHAN KOTA DEPOK

Bambang Jatmiko,SE., MSi.,Dr.
(U n iversitas M uhammadiyah Yogyakarta)

E mai I : bam bangjatm i ko65@yahoo. com/H P : 08 1 57 1 84940

ABSTRAK

Tujuan penelitian iniadalah untuk merancang modelTeknologi lnformasi GGG (Good Governance

Government) dan Kineja dengan, dimulai dari metode survey dengan menyebarkan kuesioner

untuk menggali permasalahan terkait aspek Good Governance Government terhadap Kineja
Pemda Kota Depok. Kemudian merumuskan dan indentifikasi terhadap permasalahan di

Pemda kota Depok, kemudian menyebarkan kuesioner ke seluruh SKPD dan dinas terkait.

Pada model perancangan, penelitian ini akan menggunakan metode UML(Unified Modelling

Langguage). Dimana UML mendefinisikan 13 buah diagram resmi yang terbagi meniadi 3

kelompok besar diagram yaitu structure diagram, behavior diagram dan interaction diagram.

Yang tergolong ke dalam structure diagram yaitu Class Diagram, Component Diagram,

Composite Structure Diagram, Deployment Diagram, Object Diagram, Package Diagram.

Yang tergolong ke dalam behavior diagram yaitu Activity Diagram, Usecase Diagram, State

Machine Diagram. Sedangkan yang tergolong ke dalam lnteraction Diagram yaitu Sequence

Diagram, Communication Diagram, lnteraction Overuiew Diagram dan Timing Diagram. Tetapi

UML yang sering digunakan dari ketiga kelompok tersebut yaitu Class Diagram dari kelompok

Structure Diagram, lJsecase Diagram dari kelompok Behavior Diagram dan Sequence Diagram

dari ketompok lnteraction Diagram. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (a) Hubungan

antara participation terhadap kineja adalah kuat, dan terdapat pengaruh yang signifikan

antara participation dengan kineqja; (b)Hubungan antara rule of law terhadap kineqia adalah

kuat, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara rule of law dengan kine(a; (c) Hubungan

antara transparancy terhadap kinerja adalah kuat dan terdapat pengaruh yang signifikan antara

transparancy terhadap kinelja; (d) Hubungan antara responsiveness terhadap kineia kuat

dan terdapat pengaruh yang signifikan antara responsiveness dengan kineia; (e) Hubungan

antara consensus orientation dengan kineja. Memiliki hubungan/korelasi kuat; (f) Hubungan

antara equity terhadap kineja,, memiliki hubungan kuat; (f) Terdapat pengaruh yang signifikan

antara efficiency and effectiveness terhadap kineja. Sedangkan hubungan antara efficiency

and effectiveness terhadap kinerja adalah kuat; (g) Terdapat pengaruh yang signifikan antara

accountability terhadap kinerja. Sedangkan hubungan antara accountability terhadap kineia

adatah kuat; (h) terbangunnya Model UML (lJnified Modelling Langguage) mendefenisikan 73

buah diagram resmi yang terbagi menjadi 3 kelompok besar diagram yaitu structure diagram,

behavior diagram dan interaction diagram. Yang tergolong ke dalam structure diagram yaitu

Class Diagram, Component Diagram, Composite Structure Diagram, Deployment Diagram,

Object Diagram, Package Diagram. IJntuk memodelkan GGG dan Kineia Pemda Depok.

Keyrvvord: Good Governance Government, Koneqfa, Model UML (Unified Modelling Langguage)

249
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1. LATAR BELAKANG MASALAH

Penerapan Good Governance Government

mulai menjadi tuntutan masyarakat lndonesia

terutama sejak digulirkannya tuntutan reformasi

disegala bidang pada tahun 1997. Pada tahun

1997-1998 terjadi gelombang reformasi antara

lain menuntut adanya reformasi disegala bidang

termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tuntutan

otonomi daerah yang lebih terdesentralisasi. Maka

untuk mewujudkan otonomi daerah pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun

1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999.

Dimana ciri-ciri Tata Pemerintahan yang baik

(good governance) yaitu Mengikutsertakan semua;

Transparan dan bertanggung jawab; Efektif dan

adil; Menjamin adanya supremasi hukum; menjamin

bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi

didasarkan pada konsensus masyarakat.

Memperhatikan kepentingan mereka yang

paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan

keputusan menyangkut alokasi sumber daya

pembangunan. Untuk itu kinerja pemerintah harus

diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah

itu melaksanakan apa yang menjadi tanggung
jawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan

dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja

non keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan

dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan
yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk

mengukur kinerja nonkeuangan dapat dilakukan

dengan menilai sejauhmana pemerintah dapat

mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh

mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan

yang diberikan oleh pemerintah. Adapun maksud

dilakukannya pengukuran kinerja ini adalah untuk

membantu memperbaiki kinerja pemerintah,

digunakan untuk pengalokasian sumber daya

dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki

komunikasi kelembagaan.

Terkait dengan rendahnya penerapan Good

Government Governance, yaitu rendahnya

transparansi dalam lingkungan pemerintah.

Ketidaktransparanan ini menimbulkan tumbuh

berkembangnya praktek-praktek yang tidak

sehat yang tidak saja merugikan masyarakat

dan pemerintah tetapi dapat merugikan negara,

prahek-praktek yang tidak sehat ini yang biasa

dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme). Seperti kita ketahui banyak sekali

kasus-kasus yang terjadi seperti korupsi yang

dilakukan oleh kepala daerah di daerah Jawa

Timur, yang tidak hanya merugikan masyarakat

setempat tetapi juga merugikan Negara. Maka

untuk itu diupayakan agar pemerintah daerah

dapat melaksanakan penerapan prinsip Good

Governance Government dengan baik dan sesuai

dengan apa yang telah menjadi ketentuan, agar
tidak terjadi nyimpangan yang sebetulnya tidak
perlu terjadi jika pemerintah dapat menerapkan

semua prinsip Good Governance Government.

Maka dari uraian diatas sudah seharusnya

Pemerintah Daerah menerapkan prinsip Good

Governance Government. penulis berkeinginan

untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini yang

dituangkan dalam usulan penelitian yang penulis

beri judul "Model Perancangan Good Govemance

Government Untuk Mewujudkan Kinerja

Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel

Berbasis Teknologi lnformasi Pada Pemerintahan

Kota Depok".

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Salvator: 2005), perubahan

organisasi diperlukan bagi perusahaan adalah

untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas
pelaksanaan fungsi organisasi yang sesuai dengan

kondisi yang diharapkan. Perubahan organisasi

merujuk pada setiap perubahan atau modifikasi

organisasi atau fungsi-fungsi dari organisasi (Smit

and Cronje: 1992) dalam G.Suprayitno, et.al (2005,

6-11). Dapat pula dikatakan bahwa perubahan

organ isasi meru pakan pe ru ba han da lam rancangan

atau strategi organisasi, atau beberapa usaha

lainnya untuk mempengaruhi anggota organisasi

agar bertindak secara berlceda (Lorsch : 1976)

dalam G.Suprayitno, et.al (2005: 6-11)., atau suatu

usaha yang bertujuan untuk memperbaiki semua

komponen organisasi seperti misi, strategi, struktur,

proses sumber daya manusia maupun budaya

(Dani: 2002) dalam G.Suprayitno, et.al (2005: 6-11).

Memperkokoh Perekonomian Bangsa dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
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Oleh karena itu perubahan organisasi memiliki dua

dimensi yaitu: (1) Memperkuat kapasitas dengan

asumsi bahwa keterbatasan organisasi untuk

mencapai misinya disebabkan oleh kelemahan

dalam sumber daya manusia yang dimiliki. (2)

Memposisikan kembali (repositioning) dengan

asumsi bahwa hal tersebut diperlukan pada saat

organisasi menetapkan strategi baru dan program

baru yang terkait dengan perubahan institusional.

Dari sudut pandang teori-teori tentang

perusahaan, maka kondisi ini mengacu pada

agen principal theories.Psychological foundation,

pada prinsipnya masih ada kaintannya dengan

historical foundation, karena adanya anggapan

bahwa manusia itu adalah se/f interested

behaviour yang mengutamakan kepentingan

dibandingkan dengan kepentingan orang lain.

Anggapan ini bermakna bahwa agen akan

lebih mengutamakan kepentingannya dibawah

pengeluaran pemilik(seandainya agen melakukan

pengembangan perusahaan untuk mendapatkan

pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi investasi

yang dilakukan cenderung memiliki tingkat
pengembalian kecil). Anti-ffiesis yang muncul

dari kedua anggapan tersebut adalah dalam

upaya memperkuat struktur (terutama internal

control mechanism) melalu pemberdayaan

dewan komisaris. Dalam anti-fhesis ini, tingkat

independensi dan pengetahuan dari dewan

komisaris sangat pentinE, namun hal ini

memunculkan thesis berikutnya bahwa dewan

komisaris yang independen sekalipun adalah

manusia yang secara psikologis mempunyai

sifat yang sama (Syakhroza, 2003). Dari sudut

pandang teori -teori tentang perusahaan, kondisi

ini mengacu pada incomplete contracting theories

dengan beberapa peneliti, seperti Coase (1937);

Simon(1951);

Williamson (1971, 1975, 1985, 1996);

Grossman dan Hart (1986); Hart dan Moore

(1990); Hart (1995) serta Bakker, Gibbons dan

Murphy(1997) G.Suprayitno, et.al (2005: 6-11).

Berdasarkan keti ga pondasi d iatas, dapat d ikatakan

bahwa efektifitas pelaksanaan good corporate

governance terkait dengan perubahan organisasi.

Den gan peru bahan organ isasi tersebut, di harapkan

dapat menilai fungsi-fungsi organisasi perusahaan

saat ini dalam rangka merancang intervensi

perubahan dalam struktur, fungsi prosedur

termasuk perilaku para pengelola perusahaan,

sehingga organisasi perusahaan dapat memenuhi

tuntutan dari lingkungannya untuk mencapai good

corporate governance .

Adapun prinsip-prinsip corporate governance

yang diterbitkan OECD itu mencakup hal-hal

berikut:

a. Landasan hukum yang diperlukan untuk

menjamin penerapan-penerapan prindip

good corporate governance secara efektif
(measuring the basis for an effective corporate

govern a nce framewo rk).

b. Hak pemegang saham dan fungsi pokok

kemilikan perusahaan (the rights of
shareholders and key ownership functions).

c. Perlakuan yang adil terhadap para

pemegang saham (the equitable treatment of
shareholders).

d. Peranan the shareholders dalam corporate
governance (the role of stakeholders in

corporate governance).

e. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan

secara transparan (disclosure and

transparancy).

Unsur-unsur Balanced Scorecard (BSC)

terbagi ke dalam empat perspektif. Perspektif paling

banyak digunakan adalah keempat perspektif

seperti dibawah ini. (Kaplan and Norton, 1996):

1. Keuangan(Financial):
Uang yang berbicara. Bagaima na sh a reholde rs

memandang perusahaan. Apa arti perusahaan

bagi shareholders.

2. Pelanggan (Cusfomerl:
Kepuasan pelanggan. Bagaimana pelanggan

memandang perusahaan. Apa arti perusahaan

tersebut bagi pelanggan.

3. Proses-proses bisnis internal (lnternal
Business Process):
proses pengendalian. Bagaimana kita

mengendalikan proses bisnis utama sebagai

upaya untuk menciptakan nilai kepada

pelanggan. Dalam proses bagaimana kita

harus memperhitungkan keberlanjutan

kepuasan pelanggan.

Memperkokoh Perekonomian Bangsa dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
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4. Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning

and Grouwthl:
Keahlian dan sikap pegawaiserta kemampuan

pembelajaran organizational. Bagaimana

perusahaan mampu meraih kesuksesan pada

masa yang akan datang? Bagaimana kita

belajar dan mengkomunikasikan kemajuan

kita sendiri dan melalui tindakan tersebut

kita menyampaikan visi? Perspehif penting

seperti ini dijelaskan secara rinci dalam kotak

dibawah ini.

Kekuatan sesungguhnya Balanced Scorecard

bukan terletak pada kemampuannya sebagai

pengukur kinerja eksekutif, namun justru pada

kemampuannya sebagai alat perencanaan

strategik. Pencipta Balanced Scorecard-Kaplan

dan Norton - membuat pernyataan pada tahun

1995 tentang kekuatan sesungguhnya Balanced

Scorecard sebagai berikut ini: The real power of
the Balanced Scorecard, however, occurs when

if is transformed from a measurement tsystem

to a mangement system.l (Namun, kekuatan

sesungguhnya Balanced Scorecard terjadi pada

saat Balanced Scorecard diubah dari suatu sistem

pengukuran kinerja menjadi sistem manajemen).

3. METODE PENELITIAN

Secara garis besar, ada dua tahapan yang

akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan akhir
penelitian. Tahapan ini dirumuskan mengacu pada

kerangka konseptual penelitian sebagaimana

dijelaskan pada Gambar 1. Adapun tahapan

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai

berikut:

1) Merancang model lmplementasi GGG sesuai

dengan tujuan dan karakter Pemda Kota

Depok

2) Merancang aplikasi Software yag lengkap

sampai dengan uji coba aplikasi tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan model

sofware dimana pengembangan model dilakukan

dari mulai sistem manual berlanjut sampai ke

level analisis, perancangan, pemrograman, dan

pengujian. Mengingat tujuan setiap tahapan

penelitian berbeda, maka metode penelitian dalam

hal ini juga disesuaikan untuk setiap tahapan

tersebut.

4. PEMBAHASAN HASIL

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang

berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu

Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor,

kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai

dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun
pengembang yang kemudian diikuti dengan

dibangunnya kampus Universitas lndonesia (Ul),

serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang

semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan

pelayanan. Pada tahun 1981 Pemerintah

membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang

peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh

Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang

terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas)

Desa, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6

(enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa Depok

Jaya, Desa Pancoram Mas, Desa Mampang,

Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan

Jaya Baru.

2. Kecamatan Beji, terdiridari5 (lima) Desa, yaitu

: Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok

Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.

3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam)

Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukma

Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa

Kalibaru, Desa Kalimulya.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota

Administratif Depok berkembang pesat baik

dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan

semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan

adanya pemekaran Kelurahan , sehingga pada

akhirnya Depok terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23

(dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu :

'1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6

(enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok,

Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran
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2.

3.

Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya dan

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.

Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan,

yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji

Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan

Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, dan

Kelurahan Tanah Baru.

Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11

(sebelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan

Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju,. Kelurahan

1. Drs. Moch Rukasah Suradimadja (Alm)

2. Drs. H.M.l Tamdjid

3. Drs. Abdul Wachyan

4. Drs. Moch. Masduki

5. Drs. H.Sofyan Safari Hamim

6. Drs. H. Yuyun WS

7. H. Badrul Kamal

Model Unified Modelling Langguage Untuk GGG

dan Kinerja
Unified Modeling Language (UML) memiliki

beberapa pengertian diantaranya adalah " keluarga

notasi grafis yang didukung oleh model-model

tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain

sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang

d ibang u n men gg u na ka n pemrog raman berorientasi

object (OO)" Fowler( 2004: 1). UMLjuga merupakan

bahasa yang digunakan untuk menangkap dan

menggambarkan pengetahuan, menemukan

dan membangun sistem serta memodelkan

pembangunan sistem secara visual. UML terdiri

dari 2 komponen utama yaitu bentuk Analisis dan

Design.Analisis UML terdiri dari Use Case Diagram,

Class Diagram, Sequence Diagram, Collaboration

Diagram, Activity Diagram dan Statechart Diagram.

Design UML terdiri dari Component Diagram

dan Deploymenf Diagram. UML mendefenisikan

13 buah diagram resmi yang terbagi menjadi 3
kelompok besar diagram yaitu structure diagram,

behavior diagram dan interaction diagram. Yang

tergolong ke dalam structure diagram yaitu

C/ass Diagram, Component Diagram, Composite

Structure Diagram, Deployment Diagram, Object

Diagram, Package Diagram. Yang tergolong ke

dalam behavior diagram yaitu Activity Diagram,

Usecase Diagram, Sfafe Machine Diagram.

Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan

Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan

Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan

Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati

Mulya, dan Kelurahan Tirta Jaya.

Dari tahun 1982-1999, penyelenggaraan

pemerintah Kota Administratif Depok mengalami

pergantian Kepemimpinan sebagai berikut :

[Walikotatifl

[Walikotatif]

[Walikotatifl

[Walikotatifl

[Walikotatifl

[Plh Walikotatifl

[Walikotatifl

1982 - 1984

1984 - 1988

1988 - 1991

1991 - 1992

1992 - 1996

1996 - 1997

1997 - 1999

Sedangkan yang tergolong ke dalam lnteraction

Diagram yaitu Sequence Diagram, Communication

Diagram, lnteraction Overuieq Diagram dan Timing

Diagram. Tetapi UML yang sering digunakan dari

ketiga kelompok tersebut yaitu C/ass Diagram dari

kelompok Structure Diagram, Usecase Diagram

dari kelompok Behavior Diagram dan Sequence

Diagram dari kelompok lnteraction Diagram.

4.1. Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan

fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem.

Yang ditekankan adalah "apa" yang diperbuat

sistem, dan bukan "bagaimana". Sebuah use case

merepresntasikan sebuah interaksi antara aktor

dengan sistem. Use case merupakan sebuah

pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-

create sebuah daftar belanja, dan sebagainya.

Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas

manusia atau mesin yang berinteraksi dengan

sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan

tertentu (Martin,2005 : 44).

4.2. Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan

interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem

(termasuk pengguna, display, dan sebagainya)
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berupa message yang digambarkan terhadap

waktu. Seguence diagram terdiri atar dimensi

vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-

objek yang terkait). Seguence Diagram biasa

digunakan untuk menggambarkan skenario atau

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai

respons dari sebuah event untuk menghasilkan

output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger

aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja

yang terjadi secara internal dan output apa yang

dihasilkan (Martin,2005 : 48).

4.3. Class Diagram

C/ass adalah sebuah spesifikasi yang jika

dilnstansiasi akan menghasilkan sebuah objek

dan merupakan inti dari pengembangan dan

desain berorientasi objek. C/ass menggambarkan

keadaan (atribuUproperti) suatu sistem, sekaligus

menawarkan layanan untuk memanipulasi

keadaan tersebut (metoda/fungsi). C/ass diagram

menggambarkan struktur dan deskripsi c/ass,

package dan objek beserta hubungan satu sama

lain seperti containment, pewarisan, asosiasi,

dan lain-lain. C/ass memiliki tiga area pokok

(Martin,2005 : 54):

1. Nama (dan stereotype)

2. Atribut

3. Metoda

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu

sifat berikut :

. Privafe, tidak dapat dipanggi! dari luar c/ass

yang bersangkutan
. Protected, hanya dapat dipanggil oleh c/ass

yang bersangkutan dan anak-anak yang

mewarisinya
. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja.

Untuk lebih jelasnya model Good Governance

Govemment dan Kinerja Pemerintah daerah dapat

di lihat pata tahapan model sebagai berikut:

a. Use Case Diagram Good Govemance

Govemment

Skenario Proses meliputi: scenario proses

login,scenario perspektif keuangan, scenario

perspektif konsumen, scenario perspektif pross

bisnis, scenario proses perspektif pembelajaran,

scenario proses transparansi, scenario proses

participation, scenario proses responsiveness,

scenario proses lrule of laq scenario proses

@nsensus orientation, scenario proses equity,

scenario proses accountability, scenario proses

efficiency dan effectineness, tidak saya munculkan

pada tulisan ini, karena terlalu banyak sehingga

memakan tempat.

4.4. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian

yang telah dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota

Depok dengan judu! Model Perancangan Good

Govemance Government Untuk Mewujudkan

Knerja Pemerintahan Yang Transparan dan

Akuntabel Berbasis Teknologi lnf ormasi Pada

Pemerintahan Kota Depok., yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan antara participation terhadap

kinerja adalah kuat, dan terdapat pengaruh

yang signifikan antara participafion dengan

kinerja.

2. Hubungan antara rule of law terhadap kinerja

adalah kuat, dan terdapat pengaruh yang

signifikan antara rule of law dengan kinerja.

3. Hubungan antara transparancy terhadap

kinerja adalah kuat dan terdapat pengaruh

yang signifikan antara transparancy terhadap

kinerja.

4. Hubungan antara responsiveness terhadap

kinerja kuat dan terdapat pengaruh yang

signifikan antara responsiveness dengan

kinerja.

5. Hubungan antara consensus ortenbtion

dengan kinerja. Memiliki hubungan/korelasi

kuat,

6. Hubungan antara equity terhadap kinerja.,

memiliki hubungan kuat,

7. Terdapat pengaruh yang signifikan antara

efficiency and effecfiveness terhadap kinerja.

Sedangkan hubungan antara efficiency and

effectiveness terhadap kinerja adalah kuat,

8. Terdapat pengaruh yang signifikan antara

accountability terhadap kinerja. Sedangkan

hubungan antara accountability terhadap

kinerja adalah kuat,
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9. UML (Unified Modelling Langguage)

mendefenisikan 13 buah diagram resmi yang

terbagi menjadi 3 kelompok besar diagram

yaitu structure diagram, behavior diagram

dan interaction diagram. Yang tergolong

ke dalam structure diagram yaitu C/ass

Diagram, Component Diagram, Composite

Structure Diagram, Deployment Diagram,

Object Diagram, Package Diagram. Untuk

memodelkan GGG dan Kinerja Pemda Depok.

4.5. Saran

Dari hasil penelitian diperoleh pengaruh

good governance government yang belum

optimal dilakukan oleh Pemda Kota Depok yaitu

equity, participation dan rule of law. Pemerintah

daerah menyiapkan kebijakan tentang tata cara

mendapatkan informasi apa saja yang bisa diakses

oleh masyarakat dan mendayagunakan media

elektronik untuk menyampaikan informasi lengkap

pemerintah daerah dalam mewujudkan equity
pada Pemda Kota Depok. Dalam hal participation

pemerintah daerah harus lebih memperhatikan

sarana komunikasiyang telah ada agar masyarakat

dapat mengutarakan pendapatnya seperti

mengadakan pertemuan umum atau temu wicara.

Dan untuk mewujudkan rule of law pemerintah

mengupayakan peraturan daerah yang b'rjaksana

dan efektif didukung dengan penegakan hukum

yang adil. Untuk penelitian berikutnya yang akan

melakukan penelitian sejenis, sebaiknya mengganti

metode pengukuran kinerja dengan metode

selain Balance Scorecard, sehingga peneliti

bisa mengetahui pengaruh good govemance

governmenf dengan metode pengukuran kinerja

yang berbeda.
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